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BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  

NOMOR 20 TAHUN 2014 
 

TENTANG 

 
PENYETORAN PENERIMAAN PENDAPATAN KE KAS UMUM DAERAH 

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, 

Menimbang : 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Mengingat  :  

bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur 
dalam Penatausahaan Penerimaan Pasal 188  Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Penyetoran Penerimaan Pendapatan 

ke Kas Umum Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan; 

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 
72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1820);    

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang 
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak 

Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih  dan Bebas  dari 
Korupsi,  Kolusi dan Nepotisme  (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang 

Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4189); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 
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6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

7. Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor  8 2 ,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia  Nomor 5234); 

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah diubah beberapakali, terakhir dengan  Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan  Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);    

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 4578); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang 

Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan 
Penetapan  Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh 

Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 153); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana diubah beberapakali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negeri Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 

26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran 

Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu 

Sungai Selatan Nomor 110); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 
29 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja  Dinas-Dinas Daerah 
Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah 

Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai 

Selatan Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 
1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 
tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 

2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Hulu Sungai Selatan Nomor 1); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 

5 Tahun 2010 tentang Pokok–Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu 

Sungai Selatan Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten  Hulu  Sungai  Selatan   

Nomor 5); 

22. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai 

Selatan Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9); 
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MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI PENYETORAN PENERIMAAN 

PENDAPATAN KE KAS UMUM DAERAH KABUPATEN 

HULU SUNGAI SELATAN. 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

 
1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan. 

4. Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  yang  selanjutnya  disingkat  SKPD  
adalah  perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna 

anggaran/pengguna barang. 

5. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas 

umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak 
pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu 

dibayar kembali oleh daerah. 

 

 

23. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang 

Retribusi Golongan Jasa Umum (Lembaran Daerah 
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 11, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai 
Selatan Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Atas Peratutan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 

tentang Retribusi Golongan Jasa Umum (Lembaran 
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai 

Selatan Nomor 1); 

24. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu 
Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 
12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa 
Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2); 

25. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang 
Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah 
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 13, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai 
Selatan Nomor 13); 
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6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 

kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 

lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik 
Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, 

koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi 
massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan 

bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk 
usaha tetap. 

7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD 

yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah. 

8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD 

adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 
disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan 

pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. 

9. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk 
menerima, menyimpan dan menyetorkan, menatausahakan dan 

mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka 
pelaksanaan APBD pada SKPD. 

10. Kas Daerah adalah tempat penyimpan uang daerah yang ditentukan oleh 
Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar 

seluruh pengeluaran daerah. 
 

BAB II 

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH 
 

Pasal 2 
 

(1) Semua pendapatan daerah disetorkan melalui rekening kas umum 
daerah. 

(2) Setiap pendapatan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. 

(3) Setiap pendapatan memiliki rekening tersendiri sebagai pos pencatatan 
pembukuan. 

Pasal 3 

(1) Setiap SKPD yang memungut pendapatan daerah wajib mengintensifkan 

pemungutan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggung 
jawabnya. 

(2) SKPD dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam 

peraturan daerah. 

Pasal 4 

Komisi,  rabat, potongan  atau pendapatan  lain dengan  nama dan dalam 
bentuk apa pun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung 

sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar,  hibah,  asuransi  dan/atau  
pengadaan  barang  dan  jasa  termasuk  pendapatan bunga, jasa giro atau 
pendapatan  lain sebagai akibat penyimpanan  dana anggaran pada bank  

serta  pendapatan  dari  hasil  pemanfaatan   barang  daerah  atas  
kegiatan  lainnya merupakan pendapatan daerah. 
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Pasal 5 

(1) Pengembalian atas kelebihan pendapatan dilakukan dengan 
membebankan pada pendapatan yang bersangkutan untuk 

pengembalian  pendapatan  yang terjadi dalam tahun yang sama. 

 

(2) Untuk pengembalian kelebihan pendapatan yang terjadi pada tahun-
tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga. 

(3)  Pengembalian  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  
harus  didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. 

Pasal 6 

Semua   pendapatan   dana   perimbangan   dan   lain-lain   pendapatan   
daerah   yang   sah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah dan 

dicatat sebagai pendapatan daerah. 

BAB III 

PENATAUSAHAAN PENERIMAAN 

Pasal 7 

(1) Penerimaan daerah disetor ke rekening kas umum daerah pada bank 

pemerintah yang ditunjuk dan dianggap sah setelah kuasa BUD 
menerima nota kredit. 

(2) Penerimaan daerah yang disetor ke rekening kas umum daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan-dengan cara: 

a. disetor langsung ke bank oleh pihak ketiga; 

b. disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau 

kantor pos oleh pihak ketiga; dan 

c. disetor melalui bendahara penerimaan oleh pihak ketiga. 

(3) Benda berharga seperti karcis retribusi sebagai tanda bukti pembayaran 
oleh pihak ketiga kepada bendahara penerimaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf - c diterbitkan dan disahkan oleh PPKD. 

Pasal 8 

(1) Penyetoran penerimaan pendapatan ke rekening kas umum daerah 

dilakukan dalam jangka waktu 1 x 24 jam hari kerja setiap kali ada 
transaksi penerimaan meskipun jumlahnya sedikit. 

(2) Dalam hal daerah yang karena kondisi geografisnya sulit dijangkau 
dengan komunikasi dan transportasi  sehingga  melebihi  batas  waktu  

penyetoran  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 7 ayat (2) dan dalam 
Pasal 8 ayat (1) dilakukan maksimal 2 x 24 jam. 

(3) Apabila batas waktu penyetoran sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 8 

ayat (2) dan bank yang ditunjuk sudah tutup maka penyetoran dilakukan 
hari berikutnya. 

(4) Apabila hari berikutnya sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 8 ayat (3) 
berkenaan dengan hari libur maka penyetoran dilakukan pada hari 

berikutnya di jam kerja. 
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Pasal 9 

Daerah yang karena kondisi geografisnya sulit dijangkau dengan 
komunikasi dan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) 

ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

Pasal 10 

(1) Bendahara   penerimaan   wajib  menyelenggarakan   penatausahaan   
terhadap   seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang 

menjadi tanggung jawabnya. 

(2) Bendahara penerimaan setelah melakukan penyetoran selanjutnya 
menginput hasil penerimaan pendapatan ke Aplikasi Sistem Informasi 

Manajemen Daerah (SIMDA) sesuai dengan bukti setoran. 

(3) Penatausahaan atas penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

menggunakan: 

a. buku kas umum; 

b. buku pembantu per rincian objek penerimaan; dan 

c. buku rekapitulasi penerimaan harian. 

(4) Bendahara penerimaan dalam melakukan penatausahaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) menggunakan: 

a. surat ketetapan pajak daerah (SKP-Daerah); 

b. surat ketetapan retribusi (SKR); 

c. Surat tanda setoran (STS); 

d. surat tanda bukti pembayaran; dan 

e. bukti penerimaan lainnya yang sah. 

(5) Bendahara  penerimaan pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan 

secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung 
jawabnya dengan menyampaikan laporan  pertanggungjawaban 

penerimaan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran 
melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.  

(6) Bendahara penerimaan pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan 
secara fungsional atas  pengelolaan   uang  yang  menjadi  tanggung   
jawabnya   dengan  menyampaikan laporan  pertanggungjawaban   

penerimaan  kepada  PPKD  selaku  BUD  paling  lambat tanggal 10 
bulan berikutnya. 

(7) Laporan  pertanggungjawaban  penerimaan  sebagaimana  dimaksud  
pada  ayat  (4) dan ayat (5) dilampiri dengan: 

a. buku kas umum; 

b. buku pembantu per rincian objek penerimaan; 

c. buku rekapitulasi penerimaan harian; dan 

d. bukti penerimaan lainnya yang sah. 

(8) PPKD selaku BUD melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas 

laporan pertanggungjawaban  bendahara penerimaan pada SKPD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5). 

(9) Verifikasi, evaluasi dan analisis sebagaimana  dimaksud pada ayat (7) 
dilakukan dalam rangka rekonsiliasi penerimaan. 
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Pasal 11 

(1) Dalam  hal  obyek  pendapatan  daerah  tersebar  atas  pertimbangan  
kondisi  geografis wajib pajak dan/atau wajib retribusi tidak mungkin 

membayar  kewajibannya  langsung pada  badan,   lembaga   keuangan   
atau  kantor  pos  yang  bertugas   melaksanakan sebagian   tugas   

dan   fungsi   bendahara   penerimaan,   dapat   ditunjuk   bendahara 
penerimaan pembantu. 

(2) Bendahara  penerimaan  pembantu wajib menyelenggarakan  

penatausahaan  terhadap seluruh   penerimaan   dan   penyetoran   

atas   penerimaan   yang   menjadi   tanggung jawabnya. 

(3) Penatausahaan atas penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
menggunakan: 

a. buku kas umum; dan 

b. buku kas penerimaan harian pembantu. 

(4) Bendahara  penerimaan  pembantu  dalam  melakukan  

penatausahaan   sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan: 

a. surat ketetapan pajak daerah (SKP-Daerah); 

b. surat ketetapan retribusi (SKR); 

c. surat tanda setoran (STS); 

d. surat tanda bukti pembayaran; dan 

e. bukti penerimaan lainnya yang sah. 

(5) Bendahara penerimaan  pembantu wajib menyampaikan  laporan 

pertanggungjawaban penerimaan kepada bendahara penerimaan 
paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya. 

(6) Bendahara  penerimaan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (5)  
melakukan  verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan 

pertanggungjawaban  penerimaan. 

Pasal 12 

(1) Bendahara  penerimaan  pembantu  wajib  menyetor  seluruh  uang  

yang  diterimanya  ke rekening  kas umum  daerah  paling  lama  1 x 24 
jam  hari kerja  terhitung  sejak  uang  kas tersebut diterima. 

(2) Bendahara penerimaan pembantu setelah melakukan penyetoran 
selanjutnya menginput hasil penerimaan pendapatan ke Aplikasi Sistem 

Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) sesuai dengan bukti setoran. 

(3) Atas  pertimbangan  kondisi  geografis  yang  sulit  dijangkau  dengan  
komunikasi  dan transportasi,    dapat   melebihi   ketentuan   batas   

waktu   penyetoran    sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan 
dalam kurun waktu 2 x 24 jam dan apabila berkenaan dengan hari 

libur maka penyetoran dilakukan hari berikutnya di jam kerja. 

(3) Bendahara  penerimaan  pembantu  mempertanggungjawabkan  bukti  

penerimaan  dan bukti   penyetoran   dari   seluruh   uang   kas   yang   
diterimanya   kepada   bendahara penerimaan. 

Pasal 13 

Pengisian  dokumen  penatausahaan  penerimaan  dapat  menggunakan  
aplikasi  komputer dan/atau alat elektronik lainnya. 
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Pasal 14 

Dalam hal bendahara penerimaan berhalangan, maka: 

a. apabila  melebihi  3  (tiga)  hari  sampai  selama-lamanya   1  (satu)  

bulan,  bendahara penerimaan tersebut wajib memberikan surat kuasa 
kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan  penyetoran  dan tugas-

tugas  bendahara  penerimaan  atas tanggung  jawab bendahara 
penerimaan yang bersangkutan dengan diketahui kepala SKPD; 

b. apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai selama-lamanya 3 (tiga) bulan, 
harus ditunjuk Pejabat Sementara (Pjs) bendahara penerimaan dan 
diadakan berita acara serah terima; 

c. apabila bendahara penerimaan sesudah 3 (tiga) bulan belum juga dapat 
melaksanakan tugas, maka dianggap  yang bersangkutan  telah 

mengundurkan  diri atau berhenti  dari jabatan sebagai   bendahara   
penerimaan   dan   oleh   karena   itu   segera   diusulkan penggantinya.  

Pasal 15 

(1) Kepala daerah dapat menunjuk bank, badan, lembaga keuangan atau 
kantor pos yang bertugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi 

bendahara penerimaan. 

(2) Bank, badan, lembaga keuangan  atau kantor pos sebagaimana  

dimaksud  pada ayat (1)  menyetor  seluruh  uang  yang  diterimanya  ke  
rekening  kas  umum  daerah  paling lama 1 x 24 jam hari kerja 

terhitung sejak uang kas tersebut diterima.  

(3) Atas  pertimbangan  kondisi  geografis  yang  sulit  dijangkau  dengan  
komunikasi  dan transportasi,    dapat   melebihi   ketentuan   batas   

waktu   penyetoran    sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan 
dalam kurun waktu 2 x 24 jam dan apabila berkenaan dengan hari libur 

maka penyetoran dilakukan hari berikutnya di jam kerja. 

(4) Bank, badan, lembaga keuangan  atau kantor pos sebagaimana  

dimaksud  pada ayat (1)  mempertanggungjawabkan  seluruh  uang  kas  
yang  diterimanya  kepada  kepala daerah melalui BUD 

BAB IV 

SANKSI 

Pasal 16 

(1) Bendahara Penerimaan yang karena kesengajaan dan/atau kealpaannya 
tidak menyetorkan peneriman tepat waktu sehingga menimbulkan 

kerugian daerah dapat dikenakan sanksi berupa potongan tunjangan 
kinerja. 

 

(2) Potongan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dikenakan sebesar 5% dalam jangka waktu enam bulan. 

 

 

 
 
 

 



10 
 

BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 17 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu 
Sungai Selatan. 

 
Ditetapkan di Kandangan 
pada tanggal 7 Juli 2014 

 
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, 

  
       TTD 

 
 

           ACHMAD FIKRY 

 
Diundangkan di Kandangan 

pada tanggal 7 Juli 2014 
               

           SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN, 
 

         TTD 
 

                   M. IDEHAM 
 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN 

TAHUN 2014 NOMOR 20 XXX 
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